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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya 

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna 

mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan 

keserasian, keselarasan, dan kesinambungan diberbagai unsur pembangunan termasuk 

dibidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan 

adalah lembaga perbankan. Di Indonesia saat ini, lembaga perbankan sudah menjadi 

kebutuhan masyarakat yang bersifat urgensi, baik bagi pelaku usaha dalam 

melakukan transaksi bisnis, maupun bagi masyarakat umum dalam mengatur masalah 

keuangannya.1 Hal ini seiring dengan semakin cepat dan bervariasinya aktifitas

masyarakat pada umumnya, dan pelaku usaha khususnya dalam bidang

perekonomian. Selain itu, berbagai macam jasa dan kemudahan pelayanan yang

ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi

masyarakat pengguna jasa perbankan.

Tissa Ratna Kusumaningmm, “ Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Database Bank Dalam 
Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Yang Diterbitkan Oleh Bank’\ dimuat pada Jurnal Penegakan 
Hukum, Vol. 5, Nomor 2 Tahun 2008, halaman 93.

1
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Dalam dunia perbankan, perangkat elektronik tidak hanya digunakan untuk 

membantu kinerja perbankan, akan tetapi juga dipergunakan untuk memberikan 

pelayanan kepada nasabah, dan memanjakan nasabah dengan kemudahan-kemudahan 

dalam melakukan transaksi perbankan. Pelayanan tersebut lebih dikenal dengan 

electronic banking? Electronic Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah 

bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi 

perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund 

transfer, internet banking, mobile phone. Dengan adanya teknologi ini, 

mengakibatkan akan mengubah secara radikal sistem transaksi perbankan, yang pada 

akhirnya mengubah budaya perbankan. Transaksi-transaksi konvensional melalui 

paper, cepat atau lambat harus ditinggalkan. Oleh karena itu, pada akhirnya transaksi 

perbankan akan sangat tergantung pada perkembangan sistem komunikasi ini.

Secara umum, sistem layanan perbankan yang menggunakan electronic 

banking adalah sebagai berikut :3

a. Kartu Debit,

b. Kartu Kredit,

c. Internet, Phone, Mobile, dan SMS Banking,

d. Kartu penarikan fasilitas lain, termasuk sarana bayar lainnya.

Dari yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa kartu kredit merupakan 

salah satu produk perbankan yang berbasis sistem elektronik. Kartu kredit adalah alat

Td Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk 
(Simpanan, Jasa, dan Kredit), Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, halaman 195. 

Ibid.
Perbankan Indonesia
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pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk 

transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban 

pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, 

dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran 

tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (charge card) ataupun 

secara angsuran.

Saat ini penggunaan kartu kredit di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 

ke tahun, seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia periode tahun 2008-2009.5

Tabel 1
Jumlah Kartu Beredar

4

|j
i

1,151,8322,594,999 40,843,117

40,241,282

40,298,706

11,552,233’ Februari 2009
576,26411,562,572 2,518,376Januari 2009
430,801Desember 2008 11,548,318 2,495,024

2,489,208November 2008 11,321,191 39,686,189 368,147

Oktober 2008 11,226,039 
11,046,759 
i 0,940,226 
10,756,438

2,415,575

2,350,255

2,391,206

2,468,880

2,727,335

2,774,345

38,553,621

38,189,239

37,739,274

37,016,879

297,030
September 2008 
Agustus 2008 
Juli 2008

255,600

283,289

264,253;
Juni 2008 10,560,423

10,324,211
36,354,369 
35,671,206 
35,178,071 
34,631,000 
35,863,324

127,190

126,481-

121,298

200,507

178,394

T

> Mei 2008 
[ April 2008 
: Maret 2008

10,217,577 2,626,145

2,527,86710,014,625

9,852,728Februari 2008 2,561.024
L.

Sumber: Bank Indonesia

4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan 
Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822), Pasal 1 Angka 4.

5 http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/APMK/Pemegang htm
diakses 29 April 2009 jam 21.52 WIB.

http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/APMK/Pemegang
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Seperti yang dilansir oleh Bank Indonesia, sampai bulan Februari 2009 

50 bank yang menerbitkan kartu ATM dan 20 penerbit kartu kredit. Hal ini 

menunjukkan kebutuhan masyarakat akan kartu kredit semakin besar. Pertumbuhan 

jumlah pemegang kartu kredit memang tak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang 

fleksibel, semakin banyaknya pedagang barang dan jasa (merchant) yang 

menerima pembayaran dengan kartu kredit, serta penyediaan fasilitas-fasilitas 

pendukung yang memberikan kemudahan atas penggunaan kartu kredit itu sendiri 

seperti pembayaran atas tagihan kartu kredit. Secara umum, pemegang kartu kredit 

dapat melakukan pembayaran tagihan atas kartu kreditnya melalui Teller, ATM 

(Automated Teller Machine), SMS Banking, Internet Banking, dan EDC (Electronic 

Data Capture). Dengan banyaknya pilihan untuk melakukan pembayaran kartu kredit 

itu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam 

penggunaan fasilitas kartu kredit yang ditawarkan oleh bank.

Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk membahas pembayaran kartu kredit 

yang dilakukan oleh pemegang kartu melalui ATM. Kehadiran ATM banyak 

memberikan kemudahan bagi nasabah, sehingga tidak perlu antri di bank untuk 

membayar tagihan kartu kreditnya. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada 

nasabahnya, saat ini ATM yang dikeluarkan oleh bank, tidak hanya dapat digunakan 

pada mesin ATM bank yang bersangkutan, akan tetapi juga mesin ATM yang 

dimiliki oleh bank lain, yang sering disebut ATM Bersama.

Perjanjian kartu kredit dan perjanjian ATM antara bank penerbit kartu kredit 

dengan nasabah merupakan dasar terjadinya perikatan antara bank atau penerbit kartu

tercatat

mau
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kredit dengan nasabah.6 Perjanjian-perjanjian tersebut biasanya dibuat dalam bentuk 

baku dengan klausul-klausul peijanjian yang telah ditetapkan oleh pihak bank 

penerbit kartu kredit dan cenderung menempatkan nasabah sebagai pihak yang 

menanggung risiko bila terjadi permasalahan. Dari peijanjian ini timbullah hubungan 

hukum antara bank atau penerbit kartu kredit dengan nasabah yang menimbulkan hak 

dan kewajiban di antara keduanya.

Selain keuntungan dan kemudahan yang dimiliki pada saat transaksi 

elektronik, fasilitas tersebut tentunya juga mempunyai kekurangan atau dampak 

negatif. Dalam transaksi-transaksi yang berlangsung dengan menggunakan dokumen 

yang berbentuk kertas, pada umumnya mudah untuk mengatasi masalah-masalah, 

guna membuktikan transaksi tersebut telah terjadi, namun berbeda halnya bila 

transaksi tersebut dilakukan dengan dokumen elektronik seperti halnya dalam 

electronic banking.

Penggunaan kartu kredit dan ATM sangat rentan terhadap kesalahan, baik 

yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error) maupun kesalahan karena 

jaringan komunikasi. Terlepas apa yang menjadi penyebab kesalahan tersebut, 

biasanya nasabah merupakan pihak yang dirugikan. Bentuk kerugian tersebut adalah 

pembayaran kartu kredit yang dilakukan nasabah melalui ATM yang dimiliki bank 

yang menerbitkan kartu kredit, tidak terbayarkan pada bank penerbit kartu kredit. 

Maksudnya adalah pada waktu nasabah melakukan pembayaran tagihan kartu

atau

secara

6 Johannas Ibrahim, Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan), PT. Refika 
Aditama, Bandung, 2004, halaman 32.
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kreditnya melalui ATM di bank dimana nasabah membuka rekening kartu kredit dan 

berhasil dilakukan, saldo yang ada direkening nasabah telah terdebet atau terpotong 

sebesar transaksi yang dilakukan, akan tetapi di pihak bank yang berdasarkan data 

yang ada di database bank, transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut belum 

terlaksana. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi nasabah karena dana 

dalam rekening nasabah hilang, sedangkan tagihan kartu kreditnya terus beijalan 

beserta bunganya bahkan tak jarang disertai dengan ‘teror’ dari debt collector yang

cukup meresahkan. Untuk mengajukan keluhan atas hal tersebut nasabah sering

mengalami kesulitan karena bukti yang ada sangat minim sekali dan berbeda apabila

pembayaran dilakukan di Teller bank.

Sebagian ATM memang ada yang memberikan bukti transaksi, akan tetapi 

kebanyakan nasabah menyepelekan hal tersebut dan membuangnya. Kalaupun bukti 

transaksi itu disimpan terkadang tulisan pada bukti transaksi lama kelamaan menjadi 

hilang dan tak terbaca, hingga untuk membuktikan transaksi tersebut nasabah hanya 

bergantung pada data rekening nasabah yang ada pada bank.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kartu kredit menjadi persoalan yang 

serius untuk ditindaklanjuti. Hal ini didukung dengan data yang berhasil dihimpun 

oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada akhir tahun 2008, YLKI 

menerima total pengaduan dari konsumen sebanyak 428 pengaduan dan yang
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terbanyak dalam bentuk pengaduan masalah perbankan yang didominasi pada kartu 

kredit.7

Sehubungan dengan masalah pembuktian, yang menjadi bahan pemikiran 

adalah kekuatan penggunaan dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat 

bukti dalam transaksi pembayaran kartu kredit melalui ATM, terutama bila dilihat 

dari hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dokumen 

elektronik yang dimaksud adalah semua data transaksi keuangan nasabah yang 

tercatat pada database bank termasuk pula hasil cetak dari data transaksi tersebut 

Jikapun dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan bukti, maka timbul pertanyaan 

baru soal kekuatan dari alat bukti tersebut Permasalahan-permasalahan ini cukup 

menyulitkan bagi nasabah yang berada diposisi lemah dan kebanyakan tidak mengerti

hukum.

Kondisi ini seringkah dimanfaatkan bank sebagai pihak penerbit kartu kredit

untuk tidak meneruskan masalah-masalah seperti itu ke pengadilan dan menawarkan 

perdamaian kepada nasabah yang dirugikan tersebut dan nasabah sendiri lebih 

memilih jalan ini mengingat lamanya proses dan besarnya biaya yang akan 

dikeluarkan apabila berpekara di pengadilan. Selain itu, nasabah pengguna kartu 

kredit kebanyakan adalah masyarakat golongan menengah ke atas sehingga nasabah 

yang bersangkutan enggan untuk memperkarakan masalah ini dan cenderung 

menerima saja.

http://matahukum.com/content/ylki-pengaduan-kartu-kredit-paling-banyak.html diakses 8 
Februari 2009 jam 23.01 WIB.

http://matahukum.com/content/ylki-pengaduan-kartu-kredit-paling-banyak.html
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Perbankan sebagai dasar hukum perbankan nasional, 

memberikan perlindungan maksimal terhadap nasabah. Dalam

Undang-Undang

ternyata kurang

undang-undang tersebut hanya beberapa pasal yang langsung berkaitan dengan 

perlindungan kepada nasabah. Lahirnya Undang-undang Tentang Perlindungan

Konsumen yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang 

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang

Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang kemudian diikuti dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/5/PBI/1006 Tentang Mediasi Perbankan, diharapkan dapat memberi

jaminan perlindungan hukum bagi nasabah bank. Namun ternyata hal tersebut tidak

cukup karena yang dibutuhkan nasabah adalah undang-undang yang spesifik yang

dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada nasabah.

Dari perkembangan yang terjadi di bidang perbankan khususnya mengenai 

penggunaan kartu kredit yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka penulis tertarik

untuk menulis skripsi dengan judul : “PEMBUKTIAN HASIL CETAK

TRANSAKSI MELALUI ATM (AUTOMATED TELLER MACHINE) DALAM 

PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT YANG DITERBITKAN OLEH

BANK”.
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil cetak transaksi melalui ATM 

dalam pembayaran tagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dalam 

hal terjadinya perbedaan data transaksi pada database bank?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah bank yang melakukan 

pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM dalam hal terjadinya 

perbedaan data transaksi cetak (print out) dengan database bank?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup 

hukum bisnis khususnya pada hukum perbankan yang difokuskan pada kekuatan 

pembuktian hasil cetak transaksi melalui ATM dalam pembayaran tagihan kartu 

kredit yang diterbitkan oleh bank.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian hasil cetak 

transaksi melalui ATM dalam pembayaran tagihan kartu kredit

1.

yang
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diterbitkan oleh bank, apabila terjadi perbedaan data transaksi pada

database bank.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah 

bank yang melakukan pembayaran tagihan kartu kredit melalui ATM 

dalam hal terjadinya perbedaan data transaksi cetak (print out) dengan

database bank.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi terobosan teoritis

dibidang hukum bisnis khususnya mengenai pembuktian hasil cetak

transaksi bank, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan hukum perbankan khususnya dalam setiap pengambilan 

kebijakan guna pembangunan hukum dalam pembuktian hasil cetak 

transaksi bank.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis 

empiris, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian
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terhadap implementasi hukum dalam masyarakat sehingga dapat 

diketahui apakah penerapan suatu aturan hukum sudah berlaku efektif di 

masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu di Sumatera Selatan pada PT. 

Bank X yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 1008 Palembang.

3. Subjek Penelitian

Subjek hukum dalam penelitian ini adalah PT. Bank X dalam hal ini

diwakili oleh card center, kemudian nasabah yang memperoleh fasilitas

kredit sesuai dengan aplikasi yang diajukannya sebagai pihak pemegang

kartu atau cardholder.

4. Objek Penelitian

Objek hukum dalam penelitian ini adalah pembuktian kertas hasil cetak

transaksi melalui ATM dalam pembayaran tagihan kartu kredit oleh bank.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di 

lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kepada badan atau 

instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam hal ini badan atau instansi yang menjadi subjek penelitian 

adalah PT. Bank X.
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b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder 

ini dapat diperoleh dari sebagai berikut:

Data-data hukum yang relevan, seperti peraturan

diantaranya: undang-undang

perbankan, undang-undang informasi dan transaksi 

eletronik, undang-undang dokumen perusahaan, undang- 

undang perlindungan konsumen. Selain itu juga berupa 

keputusan dari badan atau instansi yang terkait yaitu

i.

perundang-undangan

peraturan bank Indonesia.

Data-data hukum yang memberikan penjelasan terhadapn.

bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum),

hasil karya (ilmiah), makalah, jurnal, dan bulletin di media

massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas.

iii. Data-data hukum yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan terhadap data-data di atas, misalnya kamus- 

kamus hukum, ensiklopedia, data statistik, dan sebagainya.

i
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6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan 

yang berpedoman pada daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian ini yaitu PT. Bank X, baik secara langsung 

melalui korespodensi maupun secara tidak langsung melalui email, dan

wawancara

surat.

b. Survey

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey di lapangan dalam

bentuk kuisioner yang diajukan kepada nasabah bank pengguna kartu

kredit. Hasil dari kuisioner tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan

ditarik suatu kesimpulan sebagai pembahasan dalam skripsi ini. 

c. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Data sekunder ini dapat diperoleh dari sebagai berikut:

i. Data-data hukum yang relevan, seperti peraturan perundang- 

undangan di antaranya: undang-undang perbankan, undang- 

undang informasi dan transaksi eletronik, undang-undang 

dokumen perusahaan, undang-undang perlindungan konsumen.
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Selain itu juga berupa keputusan dari badan atau instansi yang 

terkait yaitu peraturan bank Indonesia, 

ii. Data-data hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya 

(ilmiah), makalah, jurnal, dan buletin di media massa baik 

cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah

yang dibahas.

iii. Data-data hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan

terhadap data-data di atas, misalnya kamus-kamus hukum,

ensiklopedia, data statistik, dan sebagainya.

2. Analisis Data

Setelah data yang terdiri dari data primer dan data sekunder berhasil 

dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif secara 

deskriptif dalam arti data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan 

secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang 

menggambarkan jawaban permasalahan.
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